
BUPATI OGAN ILIR

PROVTNSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 5

TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan

pasal 130 ayal (1) Peraturan Preskien Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
perlu ditindak lanjuti ;

b. bahwa agar pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat memperoleh
hasil yang maksimal sejalan dengan prinsip
pengadaan, perlu membentuk lembaga yang matnpu
melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara
professional dan proposional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur
dengan Peraturan Penjabat Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3833);



Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4843);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaan
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor
4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah ,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran
Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum;

14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Indonesia
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan;

19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun
2012 tentaang Unit Layanan Pengadaan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 20
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan llir
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Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI OGAN ILIR NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ( Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2014 Nomor 5); diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian,

ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga;
b. menginventarisasi paket-paket yang akan

dilelangkan/diseleksi;
c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang

dibutuhkan Pokja;
d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa

yang dilaksanakan pokja; dan
e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang

disampaikan oleh penyedia barang/jasa;

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga

Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;
b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka

Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan
kontrak kepada PPK;



d. melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari
pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan
menjawab sanggah;

e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA :
1) pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan

Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Paket
Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.
100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);atau

2) pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung
untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah)melalui Kepala ULP;

f. menetapkan pemenang untuk:
1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
yang bernilai paling tinggi RplOO.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); atau

2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara
Hasil Seleksi PPK melalui Kepala ULP ;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
Barang/Jasa kepada Kepala ULP;

i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP
mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan
seperti penipuan,pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan

j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada
Kepala ULP.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 19

(1) Ketua, Sekretaris, Staf Ahli, Staf Pendukung, Ketua Pokja,
Sekretaris Pokja, Anggota Pokja dan Operator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, diberikan Honorarium yang
besarannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

, (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
L Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

(3) Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan Pasal baru yaitu pasal
19a yang berbunyi sebagai berikut:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan
diatur lebih lanjut oleh Bupati.



LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

/KEP/XI / 2016

2016

PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAAN PEMERINTAH

KABUPATEN OGAN ILIR

TUGAS PERANGKAT

1. Ketua ULP mempunyai tugas sobagai berikut :
a. memimpin dan rnengoordinasikan sernua benluk kegiatan pengadaan barang/jasa

yang dilaksanakan ULP;
b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
c. menyusun program kerja dan anggaran ULP; .
d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan bila

ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan

barang/jasa kepada Bupati;
f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ULP;
g. menugaskan /menempatkan/ memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban

kerja masing-masing;
h. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Bupati;
i. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.

2. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,
perlengkapan, dan rumah tangga; ,

b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelangkan/diseleksi;
c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja;
d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan

pokja; dan
e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh

penyedia barang/jasa;

3. Staf ahli mempunyai tugas memberikan bantuan pemikiran dalam hal apapvm yang
berhubungan dengan pengadaan barang / jasa pemerintah.

4. Staf Pendukung mempunyai Tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua ULP;
b. membantu tugas sekretaris dan tugas pokja;

5. Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiruan Sendiri paket-
paket yang akan dilelang/seleksi;

b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangku Acuan
Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan Dokumen
Pengadaan;

d. melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi
atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;

e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA :
l)pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk

paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas
Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau

2) pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah) melalui Kepala ULP;



Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Diundangkan di Indralaya
padatanggal 1$ po<m 2016
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN ILIR

dto

HERMAN

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, /Sw 2016
BUPATI OGAN ILIR,

dto

A. W. NOFIADI MAWARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2016 NOMOR 1$

Diundangkan di Indralaya
padatanggal 1% ($Qrm 2016
Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kal ~

&

I, SH, M.Si

TNA Tk I / (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007



LAMPIRAN I

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

2016

2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN

PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN

KETUA

STAF AHLI

SEKRETARIS

KELOMPOK KERJA

STAF PENDUKUNG

I BUPATI OGAN ILIR,

A. W. NOFIADI MAWARDI V*




